
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKATII PATI

NOMOR :11 TAHTJN 1991 SERI B NO. 3

PERATI.JRAN DAERAH KABI.JPATEI\ DAERAH TINGKAT N PATI
NOMOR 5 TATI{.]N 199I

TENTANG

UIN USAHA RI,JMAH MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERA}I
TINGKATtr PATI

DENGAN RAHMATTUTIAN YANG htAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT tr PATI

Menimbang : a.

b.

bahwa Usaha Rumah Makan adalah termasuk salah satu urusan
dalam Kepariwisataan yang oleh Pemerintah propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah telah diserahkan kepada Daerah
Tingkat II ;

bahwa dengan semakin meningkatnya Usaha Rumah Makan di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II pati, perlu diadakan
pembinaan dan pengawasan ;

bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dalam pera-
turan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentangpokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tenhng pembenhrkan

Daerah4aerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah;
Undang-undang Nomor l2lDrt Tahun l95T tentang peraturan
Umum Retribusi Daerah:

Mengingat

c.

: 1.

)

3.
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4. Perahran Menteri Kesehatan Nomor 3O4AGNKESIPEMVi
1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan
Resloran :

5. KepuUsan Menteri Fariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal
30 Agustus 1985 Nomor KM.73IPW.I05IVIPPT-85 renrang
Peraturan Usaha Rumah Makan :

6. Peraturan Daerah hopinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam
bidang Kepariwisatan Kepada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 10 Nopember 1986 Nomor 556.21294/1986 tentang
PetunjukPelaksanaan Usaha Rumah Makan di hopinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Drerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 556fn3ll98o tentang Persyaratan TeknisPendirian dan
Pengusahaan Rumah Makan di Daerah Tingkat II se Jawa
Tengah;

9. Peratrnan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 12

Tahun 1986 tentangPembennrkan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Paniwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;

10. Peraturan Daerah Kabupaen Daerah Tingkat II Pati Nomor 3

Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling-
kungan Pemerinlah Kabupaten Daerah Tingkar II Pati.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati.

MEMUTUSKAN:
MeneTapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

PATI TENTANG IJIN USAHA RUMAH MAKAN DI
WILAYAH KABI.JPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

BAB I
KETENTUAT.I LJMLJM

Pasal I

Dalam Perahran Daeratr ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tinqkattrhti;
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b. Dinas Pariwisata

'

c. Rumah Makan

adalah Dinas PariwiSata.Kabuparen
Daffih TingkarIIFati;
adalah setip tempat Usaha komer-
sid yang ruang lingkup kegiatalrnya
menyediakan hidangan makanan
dan minuman untuk umum di tem-
pat usahanya;
adalah ijin usaha rumah makan yang
dikeluarkan oleh Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Pati.

d. Ijin Usaha

BAB II
MAKSUD DAN TUruAN

Pasal 2

Malsud dan Tujuan peraturan Dreralr ini adalah :

a. Memberi dasar hukum bagi pemberian Ijin Usaha;
b. Memerihara, mengembangkan dan menjaga kelestarian lingkurng

an hidup;
c. Memberikan pembinaan dan pengarvasan kepada para

pengusaha Rumah Makan agar meningka&an kualilas dan
peran sertanya bagi kemajuan dunia kepariwisataan serta
mengarah padaRumah Malen yang mengindahkan ketenoan_
ketentuan yang berlaku.

BAB TII
PEL A Y ANAN

pasal 3

(l) seriap orang aau Badan Hukum yang mengusahakan Rumah
Makan di wilayah Kabuparen Daerah ringtar II pati harus
memitiki ijin dari Bupati Kepala Daerah.

(2) Pemilikan Ijin usaha ini tidak mengurangi kewajiban untuk
memenuhi ketentuan perijinan lain yang berlaku

BAB TV
KLASIFIKASI RUMAH MAKAI{ DAhI TATA CARA MEMPEROIJH UIN

Pasal 4



+

(l) Rumah l\dakan di Kabupaten Datrah Tingkar tr pati diklasi-
fikasikan menjadi Type A, Type B dan Type C.

(?) Knteria Rumah makan sebagaiman* dimaksud dalasr ayat I
Psal ini dianr bbih lanjut dengm Keputusan Bupati Kepnla
DMeh.

(3)Unnrk rnmperoleh ijin usaha, yang bersr*gkuun hanrs men-
gajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala-
Dffiah melalui Dinas Pariwisfa dengan mengisi fomulir yang
telah disediakan.

(4) Perrnohonan sebagaimana dirraksud ayat (3) pasal ini haus di
tampiri persyamtan sebagai bcrikut :

L Rumah l{akan Type A
a. FotoCopy KTPPemohon.
b. PasFotoukuran4 x 6
c. Foo Copy Akre pendirian bagi Badan Hukum yang

mempunyai usaha bersama ba* ailara sesama WNI
rtraupun WNI dengan WNA.

d. Foto Copy sertifikat tsratr atau ljin rertulis dari pemilik
tanalrlbangunan bila pemohon memakai/menempati
tanhltan gunan, pihak lain.

e. Gambo sitrxui nntg usds.
f. Folo Cogy IJin Lotad dan perubahan jenis unatr bagi

Rumah m*an yang da kelrrusar memenuhi ijin tma
but

g. Foto Cqy ijin tempa usaha
h. FotoCopy ljin Bangrnan ( IBM ).

2. Rumahltfakanl}peB
a. Foto Cryy KTP Pemohon.
b. Pas Foto ukurur 4 x.6.
c. Foto Copy sertifikat tanah atau ijin tertulis dari p€tdlik

tcnahlbangunan bila pemohon memakaVmenempati
tanah&angpnan piluk lain.

& Cambr situasiruang usaha.
e. FotoCqyIBM.

3. Rum$ lvlakan Type C dibebaslsan dari kehamsan memiliki
tin.

4. Persyman sebagaimana dimaksrd angka I dan 2 ini
masing-masing rangkap 3 (tiga).
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5. Rumah Makan yang menyediakan hiburin, kesenian dan
pertunjukan dengan artis asing atau artis luar daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Pati harus mengindahkan Pera-
turan yang berlaku.

Pasal 5

(l) Bupati Kepala Daerah menetapkan Tim Pemeriksa Ijin dengan
menyebutkan Susunan Personalia, tugas pembiayaannya.

(2) Hasil Pemeriksaan Tim dituangkan dalam Berita Acara dan
merupakan bahan Pertimbangan Bupati Kepala Daerah dalam
mengeluarkan ijin.

(3) Ijin Usatra diberikan setelah pemohon membayar renibusi yang
telah ditetapkan.

Pasal 6

(1) Jangka waktu penyelesaian Ijin usaha I (satu) bulan dihitung
sejak diterimanya permohonan lengkap dengan lampirannya
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4'l Peraturan Daeratr ini.

(2) Ijin berlaku untuk jangka waktu tidak t€rbatas dan setiap 5 tahun
sekali wajib daftar ulang.

(3) Daftar.ulang sebagaimana dimaksud ryat (2) Pasal ini harus
diajukan selambat-lambaurya 2 bulan sebelum masa daftar ulang
dengan cara mengisi formulir yang telah disdiakan.

Pasal 7

Pemegang Ijin usatra wajib lapor kepada Bupati Kepala Drcrah apa.
bila memperluas/memperbahanri atau mengubah usahanya lewat
Dinas Fariwisata

Pasal 8

Pemegang ljin Usaha memperbanri ijinnya gpabila melimptrkan
usahanya ke@a Ahli Waris atau orang lain.

BAB V
PENOI-AKA}{ DAI{ PENCABUTAhI UIN

Pasal 9
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(llPermohonan ijin usaha ditotak apabila bertentangan dengan
Femanran FerundilU-undangan yang bahku dan atau kepentin-
gan umum.

(2) Penolalean ijin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dengan Keputusan Bupati Kepala Da€rah.

Pasat l0

Ijin tidak bslaku atau dicabutapabila:
(l) a- Memperoldr ijin sara tidak sah.

b. Tempat Usahabelum,ftidak dijalankan dalam waktu I (satu)
tahun bqturut-trmt sejak diterimanya ijin.

c. Tempat Usah,a dipergunakan untuk usaha yang tidak sesuai
dengan fiin yang telah diberikan.

d. Pengusaha Rumah tvlakan dinftakan dalam keadaan pailir.
e. Tidak memperbaiki kealpaanlkekurangan dalam tenggang

waldu yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
f. Tempat tersebut dipefgunakan untuk kepentingan lain

sesuai dengan Rencana Penataan KoA.
(2) Dengan ditolaknya atau dicabutnya ijin, maka dalam waktu 3

(tiga) bulan terhitung sejak penanda bnganan Keputusan peno-
lakan atau pencabutan ijin tersebut usahanya harus dihentikan.

BAB VI
RETRIBUSI

Pasal ll

(l) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan ijin Usatra
dari Bupati Kepala Daerah arau pe.labar yang ditunjuk di-
kenakan reribusi.

(2) Refibusi sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini ditetapkan
sebagai berikut:
a. Rumah Makan Type A Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu

rupiah)
b. Rumah }4akan Type B Rp. 15.0@,00 (Lima belas ribu

rupiah)
c. Daftar Ulang Rumah ldakan Type A Rp. 25.000,00 (Dua

puluh limariburupiah)
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d- Daftar Ulang Rumatr.tvlakan Type B Rp.. 7.500,00 ffujuh
nbu limaratusnrpiah)

(3) Pengenaan rceibusi dimaksud ayat (2) pasal ini tidak termas'k
biaya leges.

BAB VII
PEMBINAA}.I DAN PENGAWASAN

Pasat 12

(l) Pembinaan dan pengawasan tefiadap usaha Rumah Makan di-
laksanakan oleh Bupati Kepala Daersh.

(2) Tatacara pelarsanaan nelulnaan dan pemgawasan sebagaimana

$*"Iyj dalam ayat (l) pasat ini Aiatur dengan Keiutusan
Bupati Kepala Daerah.

BAB VM
PENYIDIKAN

Fasal 13

flin fejaUat penyidik Umum yang bertugas menyidik rindak
qiduT, penyidikan at*-ti.nqok piCana pehnlgaran seb4gaimana
dimalsud dalam paml l  peranran Daeratiini, Oapat juga Oi-
l$"k* oleh pejabar eelvioft pegawai Negeri Sn[fppNljJi_
lingkungan pemerintah Dp-r"h yang pengangkatannya,
kewenangan dan dalam- menjalanlcan- toi.*ny" sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang beda[u.'

BAB IX
PIDANA

Pasal 14

(l) Barang siapa mehnggar_kefentuan pasal 3, pasal4 ayat (3), ayat
(4) dan ayar (5), pasal_6 ayat(2)dan ayaf (3), pasai 7, i;ul'S:
Fasal l0 ayat(2) dan pasal ll ayar (fi Oan'ayat(2)paraturan
da€rah ini dipidana kurungan selama_lamanya 6 (enam) bulan
apu de+l.sebanyak-banyaknya Rp. 50.trb,00 Oi*. p"f"f,
ribu npiah).

(2) Tindak_Pirlana sebagainana dimaksud dalam ayar (l) pasal ini
adahh Pelanggaran.
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BAB X
LAIN. LAIN

Pasat 15

t{al-hal yang belum diahr dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Kcpu-
tusan Bupati Kepla Daerah.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Feratuan drerah ini mulai bertaku sejak tanggal diundangkan.
Agr supya setiap cang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah kabupaten Daerah Tingkat II pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI
KETUA,

ttd

MOCH. CHOLIL

Fati, 7 Mei 1991
BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT tr PATI,

nd

S AOEDJ I

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernrn

Kepata Daerah Tingkat I lawa Tengah
Tangd : 12 Agustrs l99l No. 188.3285/19l

An. SEKRETARIS WILATA}I/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

SARDJITO,SH.
NrP.50m34373
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SAIINAN

KEPUTUSAN CUBERhTT.IR KEPALA DAERAH TINGKA,T !
JAWA TENGAH

NOMOR: lEt3/2E5/1991.

TENT.dNG:

PENGESAHAN FERAT{.JRAN DAERAH KABUPATEN DAER.AH TINGKAT
II PATI NOMOR 5 TAIII.JN l99l TEFITANG IJIN USAHA RUMAH MAITAN
DI WILAYATT KABUPATEN DAERAH TINGKAT tr PATI"

GUBERNI.JR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. Surat Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Pati
tanggal : A l0lei 1991 nomu : MS.Z I 3156 perihal
permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;

b. Peraturan Daeratr Kabupaten Daerah Tingkat II pati Nomor 5
Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Rumah Makan di Wilayah
Kabupaten Drerah Tingkat II pati.

bahwa tidak ada keberatan untuk rnengesahkan peraturan Daerah
yang dimaksud :

l. Pasal40 ayat (4) dan (5) serra pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

2. Undang - undang Nomor l0 Tahun 1950;
3. Pasal9 ayat(2\ Undang - undang Nomor l}lDrt. Tahun 195?.

MEMUTUSKAN

Mengesahkan Perafirran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pati
Nomor 5 Tahun 1991 tentang ljin Usaha Rumah Makan Oi Witayatr
Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dengan penrbahan sebagaimana
terlampir.

Ditetapkandi . S emaran g
Padatanggal : l?Agusrus l99l

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

BIDANG I.
trd

Drs. SOENARTEDJO



11.

SALINAN : Keprtusan ini disampaikan kepada Yth :

L Menteri Dilam Negeri di Jakrta ;

2. Dirjen. PUOD @a Departemen Dalam Negeri di Jakarta dengan disertai I (satu)

lemhr Peraturan Daerah ;

3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;

4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di Pati ;

5. Pembantu Gubernrn Jawa Tengah untuk Wilaph Pati di Pati ;
6. Kepla Biro Hukrxn pada Sekrretariat WilayatlDaerah Tingkat I Jawa Tengah

7.

SE SUAI DENGAI.I ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
KepalaBiroHukum,' '

$AEpJrrg,sE
NrP.500 0y373



Lampiran : Keprtusan Gubernur Kepala
Da€rah Tingkar I Jawa Tengah

. Tanggal : 12 Agusrrs l9gl.
Nomor : 188.3295/1991.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT Ii PATI NOMOR 5 TAHT.JN 1991 TENTANG UIN USAHA RUMAH
MAKAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

1. Pada dasar hukum "mengingat", ditambah ketentuan baru yaitu angka 10, yang
berbunyi sebagai berikut :

"10. Peraturan Daerah Kabuparen Drerah ringkat II pari Nomor 3 Tahun l9g9
tenrang Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan pemerintahan
Kabupaten Daerah Tingkat II pati."

2. Pasal I hiruf d diubah dan dibrca sebagai berikut :

"d.Ijin Usaha adalah Ijin Us$a Rumah Makan yang dikeluarkan oleh
Kepla Daerah Tingkat II Pati."

3. Pasal 2 huruf a, perkataan "Ijin usaha Rumah Makan" diubah dan dibaca "Ijin
Usaha."

4. Pada Pasal 3 ayar (2), Pasal 4 ayat (3), pasal 5 ayat (3), pasal 6 ayat (l), pasal 7,
Pasal 8, Pasal 9, Pasal I I ayat (l), semua perkataan "din" Diubah dan dibaca "Ijin
Usaha".

5. Pasal I I ayat (2) huruf a dan b, perkataan "Ijin" dihapus.
6. Alinea penutup, dianura perkataan "Agar" dan "setiap" disisipkan perkataan

"supaya".
7. Ditambahkan Penjelamn Peraturan Daerah yang terdiri dari penjelasan umum dan

Penjelasan Pasal demi Pasal.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

Bupati

SESUAI DENGAN ASLIIYYA
An. SEKRETARIS WILAYAIV

DAERAH TINGKAT i
JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

JAWA TENGAH
Bidang I,

rrd

Drs. SOENARTEDJO.

SARDJITO.SH
NIP.500034 373


